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ABSTRAK 

Increasing the effectiveness of poverty 

alleviation and job creation, the government launched 

the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) started in 2007. Through PNPM involve 

elements of society, ranging from planning, imple-

mentation, monitoring and evaluation. Through 

a process of participatory development, critical 

awareness and self-reliance, especially the poor, can 

be nurtured so that they are not the object but the 

subject of efforts to reduce poverty. Decentralization 

of decision-making is giving credence to the poor to 

participate in order to decide all matters related to 

the implementation of PNPM Mandiri. With early 

involvement of target groups in decision-making, 

is expected to motivate them to effectively manage 

their productive efforts. But the decision must still 

refer to the requirements in the guide book PNPM 

Mandiri. This study is a survey research. There are 

two types of data needed in this study is secondary 

data and or primer. Decentralized Decision-making 

of member LKM/BKM large enough to contribute to 

the PNPM Mandiri, but still not up is involvment in 

setting channeling system to third parties for planning 

and goal unclear direction, decided to make the 

accountability report all activities, way of refund 

development outcomes of environmental, social, 

and economic nature of economic value, decide and 

set priorities activities. This it can be said that there is 

a significant effect between the role of the Institute 

of Public Self-reliance from the aspects of the 

Effectiveness of Decentralized Decision-Making 

in PNPM Urban District Tabalong. 
 

Kata kunci : desentralisasi, pengambilan keputusan 
 

PENDAHULUAN 

Pertemuan KTT Bumi (World Summit for 

Sustainable Development) di Johannesburg, Pemerintah 

Indonesia, yang mewakili suara rakyat Indonesia, 

telah sepakat untuk melaksanakan program “Millennium 

Development Goals” (MDGs) pada tahun 2015. 

Adapun agenda dari MDGs adalah memberantas 

kemiskinan pemberdayaan perempuan, mencapai 

pendidikan dasar untuk semua, mendukung keseteraan 

gender dan pemberdayaan, mengurangi tingkat 

kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, 

memerangi HIV/AIDS dan penyakit lainnya. 

Memastikan kelestarian lingkungan, dan 

mengembangkan kemitraan untuk pembangunan.  

Keberhasilan Indonesia dapat mencapai  tujuan 

pembangunan millennium atau Milenium Development 

Goals (MDGs), apabila memenuhi target-target MDGs 

tersebut yang telah disepakati secara global yaitu 

memberantas kemiskinan dan kelaparan (angka 

kemiskinan menurun); pendidikan dasar untuk semua; 

kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan; 

mengurangi angka kematian anak; meningkatkan 

kesehatan ibu; memerangi penyakit menular dan 

penyakit lainnya; menjamin kelestarian lingkungan 

hidup; dan mengembangkan kemitraan global 

untuk pembangunan.  

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan 

kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan, 

pemerintah meluncurkan Program Nasional  
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Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai 

tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri melibatkan unsur 

masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses 

pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan 

kemandirian masyarakat, terutama masyarakat 

miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga 

mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek  

upaya penanggulangan kemiskinan. 

Program ini bertumpu pada pendekatan 

manajemen partisipatif, keswadayaan, desentralisasi, 

kegotongroyongan dari komunitas penduduk miskin, 

merubah paradigma ketergantungan menjadi ke-

mandirian. Oleh karena itu efektifitas pelaksanaannya 

akan tergantung kepada kemampuan penduduk miskin 

itu sendiri sebagai kelompok sasaran (target groups) 

untuk mengelola dan memanfaatkan dana bantuan 

PNPM Mandiri tersebut. Sedangkan pemerintah 

hanya berperan sebagai konsultan, fasilitator, 

dan mitra kerja saja. 

Supaya dalam proses pemanfaatan dana bantuan 

PNPM Mandiri ini lebih efektif, maka penduduk 

miskin membuat suatu lembaga yang sifatnya 

permanen disahkan oleh pejabat notaris yang disebut 

dengan Badan Keswadayaan Masyarakat atau di-

singkat dengan/BKM atau Lembaga Keswadayaan 

Masyarakat yang disebut dengan LKM. 

Pelaksanaan program PNPM Mandiri Per-

kotaan di Kabupaten Tabalong mencakup 3 kegiatan 

yaitu; 1) Infrastruktur yang meliputi : lingkungan, 

WC, Gang, Jembatan, Selokan/parit; 2) Sosial  

meliputi : menjahit, kursus computer, pelatihan, 

pengadaan peralatan posyandu, taruf/tenda, 

pengadaan pupuk, akulasi pembibitan; 3) Ekonomi 

bergulir meliputi simpan pinjam. Untuk simpan 

pinjam dapat berjalan lancar maka dibentuk Unit 

Pengelola Kegiatan yang disebut UPK. Ketiga 

kegiatan PNPM Mandiri ini harus melalui 3 

proses tahapan, mulai kegiatan regular, paket 

dan sampai memperoleh ND. 

 

Pengertian Efektivitas 

Efektivitas (Effectiveness) merupakan suatu 

konsep yang strategis bagi kelangsungan hidup 

suatu organisasi. Bahkan merupakan suatu nilai 

yang ingin dicapai dalam pelaksanaan aktivitas 

organisasi dan administrasi pembangunan. Oleh 

karan itu, efektivitas begitu penting dan urgen 

dalam menentukan kelajutan hidup suatu organisasi. 

Para pakar organisasi telah mengkaji dan menelitinya 

selama bertahun-bertahun pada berbagai jenis organisasi 

(Campbell, 1973, Georgopoulus dan Tannenbaum, 

1957, steers, 1975, price, 1968, dan Etzioni, 1975). 

Jackson dan Morgan (1982 : 332) membedakan 

pengertian efektivitas dengan efisiensi sebagai 

berikut : Effectiveness is commonly referred to 

as the degree to which predetermined goals are 

achived. Efficienty refers to the “economical 

manner” in which goal oriented operations are 

carried out, something of an input/output ration. 

Etzioni mengemukakan bahwa efektivitas organisasi 

dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi 

dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran (Etzioni, 

1964 : 12). Sedangkan efisiensi organisasi berkaitan 

dengan jumlah sumber daya yang dipergunakan 

untuk menghasilkan suatu unit output. 

Price (1972 : 101) mengemukakan bahwa : 

effektiveness is the degree to which a social 

system achieves its goals (tingkat sampai 

dimana suatu system social mencapai tujuan-

tujuannya). Sementara Idrawijaya (1989 : 225) 

mengemukakan bahwa efektivitas organisasi 

sama dengan prestasi keseluruhan orang yang 

ada dalam organisasi. 
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Dari pendapat-pendapat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas adalah tingkat/derajat 

pencapaian tujuan atau sasaran-sasarannya 

melalui prestasi orang-orang yang bekerja dalam 

organisasi tersebut. 

Ada tiga pendekatan untuk mengukur 

efektivitas suatu organisasi yaitu (1) pendekatan 

sumber yaitu mengukur efektivitas dari sisi 

input yang menyangkut keberhasilan organisasi 

mendapatkan sumber-sumber daya untuk 

mencapai performansi yang baik; (2) pendekatan 

proses adalah untuk melihat sejauh mana 

efektivitas pelaksanaan semua kegiatan proses 

internal atau mekanisme kerja organisasi yang 

meliputi unsur-unsur komunikasi, desentralisasi 

pengambilan keputusan, semangat, kerja sama, 

loyalitas kelompok kerja, dan perhatian atasan 

terhadap karyawan; (3) pendekatan sasaran adalah 

mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai 

tingkat output yang direncanakan (Lubis dan Huseini, 

1987 : 35). Etzioni menggunakan pendekatan 

“system model” yang mencakup empat kriteria 

yaitu adaptasi, integrasi, motivasi, dan produksi 

(Etzioni dalam Indrawijaya, 1989 : 227). 

 

Desentralisasi  

Desentralisasi disini mengandung pengertian 

sebagai suatu system yang bagian-bagian dari tugas 

dan kewenangan tertentu diselenggarakan/ 

diserahkan penyelenggaraannya kepada lembaga-

lembaga yang sedikit banyak mandiri atau otonom 

(Mashab, 1991:25), dan desentralisasi ini mempunyai 

dua bentuk yaitu desentralisasi administrative dan 

bersifat politik (Bryant dan White, 198 : 213). 

Desentralisasi dalam artian pertama berarti 

adanya delegasi wewenang pelaksanaan kepada 

tingkat-tingkat lokal, sedang  dalam artian kedua 

berkaitan dengan pemberian wewenang pembuatan 

keputusan dan control terhadap sumber daya 

tertentu pada jabatan regional dan lokal. 

Desentralisasi merupakan salah satu cara 

untuk mengembangkan kapasitas lokal. Bahkan 

Montgomery menyimpulkan bahawa desentralisasi 

membawa dampak penting terhadap keberhasilan 

pembangunan pedesaan (Bryant dan White, 198:217). 

Desentralisasi menjadi penting dalam hubungan 

dengan pelaksanaan program PNPM Mandiri, 

mengingat pendekatan pelaksanaannya bersifat 

partisipatif, dan keswadayaan kelompok sasarannya. 

Supaya pendekatan ini berjalan efektif, maka perlu 

disertai pemberian kepercayaan dan wewenang 

oleh pemerintah kepada kelompok sasaran untuk 

turut serta menentukan kriteria siapa penduduk 

miskin yang layak menerima dana bantuan PNPM 

Mandiri, apa jenis usaha produktifnya, pembentuk 

kelompok (LKM), cara pembagian dan pengembalian 

dana pinjaman kepada LKM, serta cara pengguliran 

dana dalam LKM, sebab merekalah yang mengetahui 

apa yang dibutuhkannya. 

Korten dan Carner (1988:261) menyebutnya 

sebagai model pembangunan yang berpusat pada 

rakyat (people centered development). Model pem-

bangunan ini memandang inisiatif rakyat sebagai 

sumber daya pembangunan utama dan memandang 

kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai 

tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan. 

 

Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan mempunyai arti penting 

dalam kehidupan suatu organisasi. Sebab pengambilan 

keputusan berkaitan langsung dengan upaya 

pencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Bahkan masa depan suatu 

organisasi banyak ditentukan oleh pengambilan 
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keputusan masa sekarang, sebab mempunyai dua 

makna yaitu (1) penetapan yang merupakan 

terjemahan dari cita-cita, (2) pencapaian tujuan 

melalui implementasinya. 

Pengambilan keputusan diartikan sebagai 

proses memilih alternatif cara bertindak dalam 

metode yang efisien sesuai dengan situasi (Salusu, 

1993:45). Sementara itu, Siagian (1993:19) menge-

mukakan bahwa : pengambilan keputusan adalah 

kegiatan intelektual yang secara sadar dilakukan 

seseorang sehingga lebih menjamin bahwa hal-hal 

yang dihadapi oleh organisasi telah diperhitungkan 

dan dengan demikian terhindar dari berbagai 

jenis pendadakan. 

Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses 

kegiatan yang bersifat intelektual untuk memilih 

alternatif cara bertindak dengan metode tertentu 

guna memecahkan masalah yang dihadapi. 

Ada beberapa teknik pengambilan keputusan 

yang dapat digunakan agar dapat menghasilkan 

keputusaan yang baik yaitu : teknik brainstorming, 

synetics, concensus thinking, Delphi, fish bowling, 

didactic interaction, dan collective bargaining 

(Salusu, 1986). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pengambilan keputusan yang bersifat 

desentralisasi sangat penting dan menentukan 

efektivitas pelaksanaan program PNPM Mandiri 

oleh kelompok sasaran. Pengambilan keputusan 

yang didesentalisasikan adalah pengambilan 

keputusan yang dibuat bersama-sama antara 

pemerintah dengan kelompok sasaran. 

Desentralisasi pengambilan keputusan adalah 

pemberian kepercayaan kepada penduduk miskin 

untuk ikut serta dalam rangka memutuskan segala 

sesuatu yang menyangkut proses pelaksanaan program 

PNPM Mandiri. Dengan keterlibatan kelompok 

sasaran sejak dini dalam pengambilan keputusan, 

diharapkan dapat memotivasi mereka dalam mengelola 

usaha produktifnya secara efektif. Namun keputusan 

yang diambil harus tetap mengacu pada persyaratan-

persyaratan dalam buku panduan PNPM Mandiri. 

 

METODE PENELITIAN 

Tipe penelitian yang digunakan peneliti bersifat 

deskriptif, yaitu memberikan suatu gambaran per-

masalahan yang terjadi kemudian dianalisa dengan 

menguraikan fenomena yang terjadi dilapangan dan 

menyimpulkan secara umum tanpa menggunakan 

analisa statistik (Drs. Beni Ahmad Saebani, Msi, 

2008:122) dianalisis dengan teknik analisis deskriptif 

kualitatif dan statistik sederhana dimana akan di buat 

dalam bentuk tabel dengan satu kolom tunggal yang 

di isi dengan frekuensi yang diperoleh dalam bentuk 

angka mutlak serta prosentase dan bila memungkin-

kan juga dengan menggunakan analisis regresi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

LKM penerima dana PNPM yang terhimpun 

dalam 25 LKM/KSM, dan UPK, beberapa orang 

pendamping yang menjadi konsultan dalam 

kelurahan /desa tertinggal di wilayah Kabupaten 

Tabalong. Agar penelitian dapat terakomodir dari 

seluruh populasi dan objektif serta representatif 

maka penelitian ini menggunakan porpusive sampling. 

Penelitian ini adalah penelitian survei. Ada 

dua jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini yaitu data sekunder dan atau primer. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa 

sebagian besar (70,13%) keikutsertaan LKM selalu 

menentukan kriteria rumah tangga miskin dalam 

pemberian BLM, yang menyatakan kadang-kadang 
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adalah sebagian kecil (23,37%), dan yang menyatakan 

jarang/tidak pernah hanya sebagian kecil saja (6,50%). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

peranan lembaga keswadayaan masyarakat dari aspek 

keikutsertaan menentukan kriteria rumah tangga 

miskin dalam pemberian BLM sudah baik, namun 

belum maksimal.  

Kemudian sebagian besar (64,93%) keikutsertaan 

LKM selalu memutuskan skala prioritas jenis usaha 

yang akan dilakukan, yang menyatakan kadang-kadang 

adalah sebagian kecil (27,27%), dan yang menyatakan 

jarang/tidak pernah hanya sebagian kecil saja (7,80%). 

Sementara itu peranan lembaga keswadayaan 

masyarakat dari aspek keikutsertaan memutuskan 

skala prioritas jenis usaha yang akan dilakukan 

sudah banyak dilakukan, namum belum maksimal.   

Sedangkan dari aspek lain dapat digambarkan 

cukup besar (57,14%) keikutsertaan LKM selalu 

menentukan cara pengembalian penerimaan dana 

yang bermasalah secara bijaksana, yang menyatakan 

kadang-kadang adalah sebagian kecil (29,87%), 

dan yang menyatakan jarang/tidak pernah hanya 

sebagian terkecil saja (12,99%). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

peranan lembaga keswadayaan masyarakat dari aspek 

keikutsertaan menentukan cara pengembalian 

penerimaan dana yang bermasalah secara bijaksana 

sudah memadai, namum belum maksimal.  

Selain hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

peranan lembaga keswadayaan masyarakat dari aspek 

keikutsertaan memutuskan besarnya dana yang 

digunakan sesuai dengan rencana yang diajukan 

oleh penggunanya sudah dilakukan sebagimana 

yang diharapkan, namun belum maksimal.   

Peranan lembaga keswadayaan masyarakat 

dari aspek keikutsertaan menetapkan sistem canelling 

dengan pihak lain/pihak ketiga/dunia usaha masih 

belum sebagimana yang diharapkan. Sementara 

peranan lembaga keswadayaan masyarakat dari 

aspek keikutsertaan memutuskan dan menetapkan 

dalam membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) 

seluruh hasil kegiatan sudah memadai, namun 

masih belum maksimal.   

Dan dari aspek keikutsertaan memutuskan 

penerimaan dana BLM (Dana Ekonomi bergulir) 

khususnya bagi rumah tangga miskin sudah berjalan 

sebagaimana yang diharapkan, namun belum maksimal.   

 

KESIMPULAN 

Desentralisasi Pengambilan keputusan dari 

anggota LKM/BKM cukup besar mampu memberikan 

kontribusi kepada PNPM Mandiri, namun masih 

belum maksimal adalah keterlibatannya dalam 

menetapkan sistem chaneling kepada pihak ketiga 

karena perencanaan dan tujuannya belum jelas 

arahnya, memutuskan dalam membuat laporan per-

tangungjawaban seluruh kegiatan, cara pengembalian 

dana dari hasil pembangunan lingkungan, sosial, dan 

ekonomi yang sifatnya bernilai ekonomis, memutus-

kan dan menetapkan skala prioritas kegiatan. 

Nilai t hitung yang diperoleh dari hasil 

pengolahan SPSS. Untuk variabel Desentralisasi 

Pengambilan Keputusan =  2,514. 

Kriteria penolakan dan penerimaan Ho : 

Jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

berarti koefisien regresi signifikan. 

Jika thitung < ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

yang berarti koefisien regresi signifikan. 

Karena nilai t hitung < dengan nilai t tabel 

atau 2,514 > 1,994, maka Ho di tolak dan Ha di 

terima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan antara Peranan 

Lembaga Keswadayaan Masyarakat dilihat dari 

asfek Desentralisasi Pengambilan Keputusan 

terhadap Efektivitas PNPM Mandiri Perkotaan 

di Kabupaten Tabalong. 
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